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TARGET INDIKATOR KETERANGAN 

13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan 

dan adaptasi terhadap bahaya terkait 

iklim dan bencana alam di semua 

negara. 

13.1.1* Dokumen strategi 

pengurangan risiko 

bencana (PRB) tingkat 

nasional dan daerah. 

 

Indikator nasional 

yang sesuai 

dengan indikator 

global 

(ada di dalam 

lampiran 

perpres). 

13.1.2* Jumlah korban meninggal, 

hilang dan terkena dampak 

bencana per 100.000 orang. 

Indikator nasional 

yang sesuai 

dengan indikator 

global (tidak ada 

di dalam lampiran 

perpres). 

13.2 Mengintegrasikan tindakan 

antisipasi perubahan iklim ke dalam 

kebijakan, strategi dan perencanaan 

nasional. 

13.2.1* Dokumen Biennial Update 

Report (BUR) Indonesia. 

Indikator nasional 

yang sesuai 

dengan indikator 

global (ada di 

dalam lampiran 

perpres). 

13.2.1.(a) Dokumen pelaporan 

penurunan emisi gas rumah 

kaca (GRK). 

Indikator nasional 

sebagai tambahan 

indikator global 

(ada di dalam 

lampiran 

perpres). 

13.3 Meningkatkan pendidikan, 

penumbuhan kesadaran, serta 

kapasitas manusia dan kelembagaan 

terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan 

dampak dan peringatan dini 

perubahan ikim. 

13.3.1 Jumlah negara yang telah 

mengintegrasikan mitigasi, 

adaptasi, pengurangan 

dampak dan peringatan dini 

ke dalam kurikulum sekolah 

dasar, sekolah menengah 

dan perguruan tinggi. 

Indikator global 

yang akan 

dikembangkan. 

13.3.2 Jumlah negara yang telah 

mengkomunikasikan 

penguatan kapasitas 

kelembagaan, sistem 

Indikator global 

yang akan 

dikembangkan. 
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TARGET INDIKATOR KETERANGAN 

individu untuk 

melaksanakan adaptasi 

mitigasi dan transfer 

teknologi, serta kegiatan 

pembangunan. 

13.a Melaksanakan komitmen negara 

maju pada the United Nations 

Framework Convention on Climate 

Change untuk tujuan mobilisasi dana 

bersama sebesar 100 miliar dolar 

Amerika per tahun pada tahun 2020 

dari semua sumber untuk mengatasi 

kebutuhan negara berkembang dalam 

konteks aksi mitigasi yang bermanfaat 

dan transparansi dalam 

pelaksanaannya dan 

mengoperasionalisasi secara penuh 

the Green Climate Fund melalui 

kapitalisasi dana tersebut sesegera 

mungkin. 

13.a.1 Mobilisasi sejumlah dana 

(USD) per tahun mulai tahun 

2010 secara akuntabel 

mencapai komitmen 

sebesar 100 milyar USD. 

Indikator global 

ini tidak relevan 

untuk Indonesia. 

13.b Menggalakkan mekanisme untuk 

meningkatkan kapasitas perencanaan 

dan pengelolaan yang efektif terkait 

perubahan iklim di negara kurang 

berkembang, negara berkembang 

pulau kecil, termasuk fokus pada 

perempuan, pemuda, serta masyarakat 

lokal dan marjinal. 

13.b.1 Jumlah negara-negara 

kurang berkembang dan 

negara berkembang 

kepulauan kecil yang 

menerima dukungan khusus 

dan sejumlah dukungan, 

termasuk keuangan, 

teknologi dan peningkatan 

kapasitas, untuk mekanisme 

peningkatan kapasitas 

dalam perencanaan dan 

pengelolaan yang efektif 

terkait perubahan iklim, 

termasuk fokus pada 

perempuan, generasi muda 

serta  masyarakat lokal dan 

marjinal. 

Indikator global 

ini tidak relevan 

untuk Indonesia. 
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KONSEP DAN DEFINISI 

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional 

dan daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana 

aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah untuk 

mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan 

kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk 

rencana aksi adaptasi perubahan iklim.  

Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen 

Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB); Rencana 

Penanggulangan Bencana Nasional (Renas PB) dan Rencana 

Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Nasional 

Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) dan Rencana Aksi Daerah 

Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), serta Rencana Aksi Nasional 

Perubahan Iklim (RAN API) dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi 

Perubahan Iklim (RAD API). 

Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut: 

1. Jakstra PB: 5 tahun 

2. Renas PB dan RPBD: 5 tahun 

3. RAN dan RAD PRB: 3 tahun 

4. RAN dan RAD API: 5 tahun 

 

 

TARGET 13.1 

Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua 

negara. 

INDIKATOR 

13.1.1* 

Dokumen strategi 

pengurangan risiko 

bencana (PRB) tingkat 

nasional dan daerah. 
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METODE PERHITUNGAN 

Cara Perhitungan: 

Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen strategi PRB 

tingkat nasional (Jakstra PB, Renas PB, RAN PRB, dan/atau RAN API) 

dan daerah (RPBD, RAD PRB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan 

saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan 

dan strategi, serta rencana aksi yang melandasi implementasi PRB di 

tingkat nasional dan daerah pada tahun berjalan.  

Rumus: - 

MANFAAT 

Memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB 

yang dituangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta 

parapihak lainnya ke dalam strategi PRB tingkat nasional dan daerah 

(provinsi/kabupaten/kota). 

 

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana diperlukan dalam 

rangka: 

1. Menyusun rencana penanggulangan bencana yang meliputi 

pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan 

pemulihan berdasarkan analisis risiko bencana serta menentukan 

pilihan tindakan yang sesuai dengan fokus prioritas, program, 

sasaran capaian dan kegiatan yang diperlukan. 

2. Memberikan acuan kementerian, lembaga 

pemerintah/pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah 

serta seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di 

Indonesia agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana 

secara terencana terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh 

SUMBER DATA DAN PENGUMPULAN DATA 

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai 

koordinator penyusunan Dokumen Strategi Pengurangan Risiko 

Bencana: Laporan Tahunan; 

2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 

sebagai koordinator penyusunan RAD API: Laporan Tahunan. 

DISAGREGASI 

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota. 
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FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA 

Tahunan. 
 

 KONSEP DAN DEFINISI 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis (UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana). 

Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas 

atau meninggal dunia akibat bencana (Perka BNPB No. 8/2011 tentang 

Standarisasi Data Kebencanaan).  

Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau 

tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi 

bencana (Perka BNPB No. 8/2011).  

Jumlah korban terdampak adalah jumlah orang atau sekelompok 

orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti 

kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat 

menempati tempat tinggalnya (Perka BNPB No. 8/2011). 

Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak 

langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi. Korban 

luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam 

keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat 

jalan maupun rawat inap. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang 

yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat 

yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka 

waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana (Perka 

BNPB No. 8/2011). 

METODE PERHITUNGAN 

Cara Perhitungan Korban Meninggal: 

Jumlah korban meninggal akibat bencana dibagi dengan jumlah 

penduduk yang dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan 

orang. 

Rumus Korban Meninggal: 

        (
   

  
)            

INDIKATOR 

13.1.2* 

Jumlah korban 

meninggal, hilang dan 

terkena dampak bencana 

per 100.000 orang  
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Keterangan: 

JKMSR  =  Jumlah korban meninggal per 100.000 orang 

JKM   =  Jumlah korban meninggal akibat bencana 

JP  = Jumlah penduduk 

 

 

 

Cara Perhitungan Korban Hilang: 

Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk 

dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang. 

Rumus Korban Hilang: 

        (
   

  
)            

Keterangan: 

JKHSR   =  Jumlah korban hilang per 100.000 orang 

JKH    =  Jumlah korban hilang akibat bencana 

JP    =  Jumlah penduduk 

 

Cara Perhitungan Korban Terluka: 

Jumlah korban terluka akibat bencana dibagi dengan jumlah 

penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang. 

Rumus Korban Korban Terluka: 

        (
   

  
)            

Keterangan: 

JKLSR   =  Jumlah korban terluka per 100.000 orang 

JKL    =  Jumlah korban terluka akibat bencana 

JP    =  Jumlah penduduk 

 

Cara Perhitungan Korban Mengungsi: 

Jumlah korban mengungsi akibat bencana dibagi dengan jumlah 

penduduk dikali dengan seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan 

orang. 

Rumus Korban Mengungsi: 

        (
   

  
)            

 

Keterangan: 

JKUSR   =  Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang 

JKU    =  Jumlah korban mengungsi akibat bencana 
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JP    =  Jumlah penduduk 

 

MANFAAT 

Memantau jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak 

akibat bencana dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi capaian 

implementasi kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana. 

 

SUMBER DAN PENGUMPULAN DATA 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): Data dan Informasi 

Bencana Indonesia (DIBI).  

DISAGREGASI 

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;  

2. Jenis bencana. 

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA 

Tahunan. 

 

 

KONSEP DAN DEFINISI 

Dokumen Biennial Update Report (BUR) adalah dokumen yang berisi 

tentang pemutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional termasuk 

laporan dan informasi aksi mitigasi nasional serta kebutuhan dan 

dukungannya. 

 

METODE PERHITUNGAN 

Cara Perhitungan: 

Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen Biennial Update 

Report (BUR) Indonesia yang telah dilaporkan saat dilakukan 

pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, 

serta rencana aksi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pada tingkat 

nasional. 

TARGET 13.2 

Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan 

nasional.  

INDIKATOR 

13.2.1* 

Dokumen Biennial Update 

Report (BUR). 
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Rumus: - 

MANFAAT 

Ketersediaan dokumen ini menunjukkan adanya kebijakan dan 

strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta capaian 

Indonesia dalam menangani perubahan iklim yang dikomunikasikan 

ke tingkat internasional. 

 

 

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan dua (2) 

tahunan (BUR) ke tingkat global. 

DISAGREGASI 

Wilayah administrasi: nasional. 

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA 

Dua (2) tahunan. 

 

 

KONSEP DAN DEFINISI 

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer 

baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan 

kembali radiasi inframerah. 

 

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK) adalah 

dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang 

secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah 

kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. 

 

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK) adalah 

dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang 

secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah 

kaca sesuai dengan target pembangunan daerah. 

 

Laporan penurunan emisi GRK tahunan adalah dokumen pelaporan 

penurunan emisi GRK tahunan melalui kegiatan yang dijalankan 

berdasarkan RAN GRK dan RAD GRK untuk lima sektor prioritas yaitu 

INDIKATOR 

13.2.1.(a) 

Dokumen pelaporan 

penurunan emisi GRK. 
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kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, 

industri, serta limbah. 

 

METODE PERHITUNGAN 

Cara Perhitungan: 

Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen laporan 

penurunan emisi GRK untuk lima sektor prioritas saat dilakukan 

pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, 

serta rencana aksi penurunan emisi GRK pada lima sektor prioritas 

tingkat nasional.  

Rumus: - 

MANFAAT 

Ketersediaan dokumen ini menunjukkan adanya rencana aksi di 

tingkat pusat dan daerah untuk mendukung penurunan emisi GRK, 

terutama untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan 

gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah. 

 

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Laporan 

Tahunan. 

DISAGREGASI 

1. Wilayah administrasi: nasional; 

2. Sektor. 

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA 

Tahunan. 

 


